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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 8

e

TAHUN 1993 SERI D No. SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 1993

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS,
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU

DIREKSI

SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

a.

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungal Selatan adalah merupakan
Badan Usaha Milik Daerah dan
merupakan bagian perangkat Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan dalam melaksa-
nakan tugas sehari-hari, sekaligus
dituntut untuk dapat menghasilkan
pendapatan bagi Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan yang menunjang kehidupan
dan perkembangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi Daerah
yang nyata dan bertanggung jawab.

bahwa dalam rangka menunjang ke-
lancaran tugas perusahaan Daerah
secara berdayaguna dan berhasilgu-
na serta menjamin terselenggaranva
kegiatan Perusahaan Daerah berda-
sarkan prinsip-prinsip ekonomi
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Mengingat

perusahaan yang sehat, di perlukan
adanva peraturan tentang Keten-
tuan-ketentuan pokok Badan Penga-
was, Direksi dan Kepegawalan
Perusahaan Daerah

Rahwa untuk maksud konsideran hu-
ruf a dan b tersebut diatas, perlu
ditetapka dan diatur dengan Per-
aturan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ; ’

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962
joncto Undang-undang Nomor 6 Tahun
1969 tentang Perusahaan Daerah ;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966 tentang Pemberhentian/Pember-
hentian Sementara Pegawal Negeri

Sipil ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1976 tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1977 tentang Penetapan kKembali
Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri
Sipil serta Janda dan Anak Yatim/
Piatunya joncto Peraturan Pemerin-
tah Nomor 8 Tahun 1985 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1979 tentang Penilaian Pe-
laksanaan Pekerjaan Pegawail Negeri
Sipil
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1980 tentang Pengangkatan Dalam
Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Ta-
hun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomro 51 Ta-
hun 1992 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 1981 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Pe-
rusahaan Perusahaan Daerah Diling-
kungan Pemerintah Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Badan
Pengawas, Direksi dan Kepegawailan
Perusahaan Daerah Air Minum ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Direksi

dan Badan Pengawas Perusahaan
Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 690-29 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Dana Pensiun Bersama
Direksi dan Pegawai PDAM Seluruh
Indonesia (DAPENMA PAMSI) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pe-
raturan Dana Pensiun Bersama
Direksi dan Pegawai PDAM Seluruh
Indonesia (DAPENMA PAMSI) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendi-
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rian Perusahaan Daerah
Kabupaten

Minum
Hulu

Air
Daerah Tingkat II

Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSIKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPE-
GAWATIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 HULU

SUNGATI SELATAN.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini VanCr dimaksud dengan

a.

Daerah

Pemerintah Daerah

Kelapa Daerah

Dewan Perwakilan Rakyvat
Daerah

Perusahaan Daerah

adalah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sulu Sungai
Selatan ;

adalah Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat 11
Hulu Sungai Selatan ;
adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan ;

adalah Dewan Perwakil-
an Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat IT
Hulu Sungai Selatan ;
adalah Perusahaan Da-
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L

Diretsi

Badan Pengawas

Pegawai

Penghasilan Pegawai

Gaji Pokok

Isteri/Suami

Anak

erah Air Minum Kabwpsa-
ten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatsan ;

: adalah Direksi Periesac

Apzn Narrahh Alr Minum
Yabrpnter: Darcscedn  Tingg
katt IT. Hudw Sungai
Sefatan ;

adalah Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Air
minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai
Selatan ;

adalah Pegawai Perusa-
haan Daerah dan digaji
menurut peraturan gaji
yvang berlaku bagi Peru-
sahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Ting-
kat II Hulu Sungai
Selatan ;

adalah gaji pokok dan
prenghasilan-penghasilan
lainnya yang diberikan
kepada pegawai Perusa-
haan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Ting-
kat IT Hulu Sungai
Selatan ;

adalah Gaji Pokok yang
ditentukan berdasarkan
golongan atau ruang
vang ditetapkan untuk
pangkat itu dalam Pe-
raturan Daerah ini ;
adalah seorang 1Isteri
atau suami dari Pegawai
berdasarkan perkawinan
vyang sah menurut hukum
vang berlaku.

adalah Anak Kandung pe-
gawal yang lahir dari
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m. Pangkat

n. Jabatan

o. Uang Pensiun

p. Uang Pesangon

perkawinan Yyang safi,
anak tiri atau anak
angkat yang sah menurut
peraturan yang berlaku,
berumur kurang dari 21
tahun atau sampai de-
ngan 25 tahun bagi yang
bersekolah belum ber-
penghasilan sendiri,
belum pernah kawin dan
masih menjadi tanggung-
an sepenuhnya dari
pegawai ;

adalah Kedudukan yang
menurut tingkat seorang
pegawal dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan
dipergunkan sebagai da-
sar penggajian ;

adalah Kedudukan yang
menunjuk tugas tanggung
jawab, wewenang dan hak
seorang pegawai dalam
rangkaian susunan suatu
Satuan Organisasi ;
adalah sejumlah uang
tertentu yang diberi-
kan setiap bulan se-
bagai jaminan hari tua
terhadap pegawai yang
telah mengabdikan diri-
nya kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabu-
praten Daerah Tingkat IT
Hulu Sungai Selatan ;
adalah .sejumlah zlang
‘terrtentu yang dibzrikan
kepada Direksi dan Pe--
gawal Peruszhaan sete-
lah Yberakhirnya masa
tugasnya sebagai balas
Jasa sesuai masa peng-
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(1)
(2)

(1)

(2)

abdiannya yang telah
mengabdikan dirinya ke-
pada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

BAB 1II
BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama

Susunan

Pasal 2

Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri
dari Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.
Badan Pengawas dimaksud pada ayat (1) pasal ini
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhen-
tikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan
setelah mendapat persetujuan prinsip dari Peja-
bat yang berwenang.

Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimum 3
(tiga) tahun.

Anggota Badan Pengawas, apabila sudah habis masa
jabatannya dapat diusulkan untuk diangkat kemba-
1li.

Pasal 4

Anggota Badan Pengawas terdiri maksimum 5 (lima)
orang.
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Pasal 5

Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua merangkap
Anggota Badan Pengawas.

Pasal 6

Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dise-
butkan dalam pasal 4, Peraturan Daerah ini terdiri
dari

a. Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;

b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sebagai
Sekretaris merangkap Anggota ;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekratariat Wilayah
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sebagai
Anggota ;

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota ;

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat
IT Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota.

Pasal 7

(1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pe-
ngawas dapat diberikan uang jasa yang diatur
Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran
Perusahaan Daerah. '

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana disebutkan pada
ayat (1) pasal ini adalah:

a. Maksimum sebesar empat puluh perseratus dari
gaji Direktur Utama untuk Ketua ;

b. Maksimum sebesar tiga puluh 1lima perseratus
dari gaji Direktur Utama untuk Sekretaris ;

c. Maksimum sebesar delapan puluh perseratus
dari uang jasa Ketua untuk Anggota.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua ’

Uraian Tugas

Pasal 8

Badan Pengawas bertugas membantu Kepala Daerah
a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan

Perusahaan Daerah;

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas Jjalan-
nva Perusahaan Daerah ;
c. Menentukan kebijaksanaan penggunaan Anggaran

Keuangan Perusahaan Daerah ;

d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan
pengembangan Perusahaan Daerah berupa

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada
Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkem-
bangan Perusahaan Daerah ;

2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berda-
sar kebijaksanaan Kepala Daerah kepada
Direksi ;

3. Meneliti rancangan Anggaran Perusahaan
Daerah dan menyiapkan persetujuan Kepala
Daerah tiga bulan sebelum tahun buku mulai
berlaku ;

4, Meneliti Neraca Perusahaan Daerah pada
akhir tahun buku dan menyarankan saran
tindak lanjut.

Enam bulan sebelum masa Jjabatan Direksi ber-
akhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil

‘pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi untuk

disampaikan kepada Kepala Daerah.

Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggung jawab-
an Direksi sebagai mana diatur pada ayat (2)
pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Pe jabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tata Kerja
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Dal
dal

a.

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

am melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan
am pasal 8 Peraturan Daerah ini

Radan Pengawas berkewajiban menvelenggarakan per-
temuan atau rapat secara berkala £ (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waictu diperlukan untuk mem-
bahas dan menelili pelaksanaan tugas Direksi ;
Ketuz Badan Pengawas berkewajiban menyelenggara-
kan Koordinasi baik dalam lingkungan Badan Penga-
was itu sendiri maupun dalam hubungan dengan
Direksi ;

Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk
mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah hal tersebut harus
diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat
Keputusan.

BAB III
DIREIKSI
Bagian Pertama

Tugas

Pasal 10

Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direksi
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam
ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur
Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Pejabat yang berwenang.
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_11_.

Pasal 11

Dengan melaksanakan pengurusan dan pengelolaan

Direksi bertugas

a. Memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah ;

b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik
di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor
Kantor lain yang ditunjuk ;

c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusa
haan Daerah ;

d. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan ;

e. Melaksanakan kegiatan tehnik dan pemeliharaan ;

f. Menyelenggarakan administrasi umum ;

g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh ke-
giatan termasuk perhitungan laba atau rugi kepada
Kepala Daerah ; _

h. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun
diluar Pengadilan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal
11 dalam Peraturan Daerah ini, Anggota Direksi
mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang ma-
sing-masing.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 13

Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan vyang dida-
lam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah, tidak termasuk pegawai Perusahaan
Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepe—
gawalan Perusahaan Daerah.

SRR 2

Dipindai dengan CamQcanner



(1)

(2)

- 12 -

Pasal 14

Direksi diangkat dan diberhentikan dengan' Surat
Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapap per-
timbangan dari Badan Pengawas untuk masa Jabatap
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Sebelum dikeluarkan keputusan pengangkatan se-
bagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini terlej
bih dahulu diminta persetujuan prinsip dari
Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

pPengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat
persifat seluruhnya atau sebagian.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 16

Direksi menerima penghsilan yang terdiri dari

a.

Gaji

(1) Direktur Utama
menerima gaji yang sesuail dengan kemampuan
Perusahaan Daerah ( maksimum dua setengah
kali gaji Pegawai yang tertinggi didalam
Perusahaan Daerah yang bersangkutan ) ;

(2) Direktur :
menerima sembilan puluh perseratus dari gaji
Direktur Utama ;

Jasa Produksi : sesuail dengan peraturan yang ber-
laku untuk pegawail ;
Tunjangan Kesehatan : sesuai dengan peraturan

vang berlaku untuk pegawai ;
Tunjangan Perumahan untuk Direksi adalah sejumlah
uang tertentu sebagai pengganti sewa rumah yvang

Dipindai dengan CamQcanner




- 13 -

seimbang sepanjang belum disediakan perumahan
dinas ;
e. Tunjangan lain-lain yang berlaku bagi pegawai.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayvat
(1),(2) dan pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini
harus berdasarkan atas ketentuan bahwa dasar penen-
tuan uang Jjasa Badan Pengawas, Gaji Direksi serta
seluruh pegawai keseluruhan berkisar antara sepuluh
perseratus dan tiga puluh perseratus dari seluruh
realisasi Anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan
Tahun Anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat

Dana Representasi

Pasal 18

Dana Representasi disediakan dalam satu Tahun Angga-
ran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya tujuh puluh
lima perseratus dari jumlah gaji Direksi dalam satu
Tahun Anggaran yang penggunaannyva diatur oleh Direk-
si.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 19

(1) Anggota Direksi berhak atas pesangon vang peng-
aturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
perbedaan sebagai berikut
a. Bila diberhentikan dengan hormat karena ja-
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(3)

(4)

- 14 -

batan pertama berakhir mendapat pesangon tiga
puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun
terakhir ;

b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa
jabatan kedua berakhir mendapat pesangon lima
puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun
terakhir ;

¢c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa
jabatan ketiga dan seterusnya berakhir di-
berikan pesangon tujuh puluh lima perseratus
dari penerimaan gaji bersih dari tahun ter-
akhir ;

d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan
hormat sebelum berakhirnya masa jabatan kedua
dan atau ketiga dan seterusnya mendapat
pesangon berdasarkan perhitungan yang diper-
hitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.

Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apa-

bila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak

atas permintaan sendiri.

Ketentuan pada avat (1) pasal ini berlaku juga

bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawal

Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil

Daerah.

Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai berhak

menerima pesangon sebagaimana tercantum pada

ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi Pegawai
kembali dengan diberi pangkat sama dengan pang-
kat pegawaili yang tertinggi dalam Perusahaan

Daerah.

Bagian Keenam

Cut i

Pasal 20

(1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan per-

aturan yang berlaku bagi pegawai.

(2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Ke-
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_15_

pala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.
BAB IV
KEPEGAWATAN
Bagian Pertama

Pengadaan Pegawai

Pasal 21

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikan pang-
kat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hu-
kuman Jjabatan dan memberhentikan pegawai adalah
Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi
formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini
mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan
diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan
Daerah.

Pasal 24

Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar
adalah

a. Warga Negara Indonesia ;
b. Berusia serendah-rendahnya 18 ( delapan belas )
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(1)
(2)
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tahun setinggi-tingginya 35 ( tiga puluh lima )
tahun ;

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berda-
sarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatannya ;

Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang
menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah ;

Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai suatu Instansi, baik Instansi
Pemerintah maupun Instansi Swasta ;

Tidak berkedudukan sebagai Pegawaili atau Calon
Pegawai Negeri ;

Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian
vang diperlukan ;

Berkelakuan baik ;

Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter vyang
ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 25

Pengadaan Pegawai diumumkan seluas-luasnya aleh

Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam pengumuman yang dimaksud pada ayat (1)

pasal ini dicantumkan antara lain

a. Jumlah dan jenis lowongan ;

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap
pelamar ; .

c. Alamat tempat lamaran diajukan :

d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 26

Sgtiap pelamar harus mengajukan Surat Lamaran yang
ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direksi
dengan disertai

a.

Daftar Riwayat Hidup ;
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Salinan ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar
vang diperlukan ;

Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pejabat
vang berwajib ;

Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter vyang di-
tunjuk ;

Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Ke-
putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum vang tetap, karena melakukan suatu tindakan
kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan ;

Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah
terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;
Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawail
suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun
Instansi Swasta ;

Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak berkedu-
dukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon
Pegawail ;

Pas foto menurut ukuran dan Jjumlah yang diten-
tukan ;

Salinan sah Keputusan atau keterangan tentang
Pengalaman Bekerja bagi pelamar yang telah mem
punyai Pengalaman Bekerja ;

Surat Keterangan lainnya yang diminta dalam
pengumuman.

Pasal 27

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat harus
dikembalikan kepada vang bersangkutan disertai
alasan-alasan.

Pasal 28

(1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat

dipanggil untuk mengikuti ujian.
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(2) Ujian diselenggarakan oleh suatu Panitia yang
dibentuk oleh Direksi.
(3) Ujian meliputi
a. Pengetahuan Umum ;
b. Pengetahuan Teknis ;
c. Kepribadian akan diatur oleh Kepala Daerah
apabila dipandang perlu.

Pasal 29

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi
Calon Pegawali dalam masa percobaan dan dipekerjakan
serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Pegawai yang telah menjalankan masa rercobaan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun diangkat oleh Direksi menja-
di Pegawai Penuh Peiusahaan Daerah dalam pangkat
tertentu menurut Peraturan yvang berlaku apabila
memenuhi syarat-syarat
a. Telah menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh

kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah ;

b. Telah menunjukan sikap dan budi pekerti vyang
baik ;

c. Telah menunjukan kecakapan dalam melakukan
tugas ;

d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jas-
mani dan rohani untuk diangkat menjadi pe-
gawai.

(2) Syvarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf
a, b dan ¢ pasal ini, dinyatakan secara tertulis
oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang
membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang-
kan syarat yang dimaksud dalam huruf d dinvata-
kan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh
Dokter dan Ahli lainnya yang ditunjuk oleh
Direksi.
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(3) Bagi pegawai yang telah menjalankan masa per-
cobaan sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan
Daerah ini dan memenuhi syarat-syarat sebagai-
mana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka
pada saat pengangkatan menjadi pegawai penuh
harus mengangkat sumpah atau janji pegawail
Perusahaan Daerah menurut agama atau kepercayaan
masing-masing.

Pasal 31
Bagi pegawal yang telah menjalankan masa percobaan
tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana
diatur dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, diber-
hentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.
Pasal 32
Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan
Daerah, Direksi dapat mengangkat pegawai Honorer
vang Jjumlahnya akan diatur dalam Peraturan Direksi
dengan persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Nama Dan Susunan Kepangkatan

Pasal 33
Nama dan susunan pangkat pegawai dari yang terendah

sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagai-
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mana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah

ini.
(2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan

Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Gaji Pokok

Pasal 35

Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut
lampiran Peraturan Daerah ini, diberikan gaji pokok
menurut golongan atau ruang gaji yang telah ditentu-
kan untuk pangkat itu.

Pasal 36

Seorang yang diangkat menjadi Pegawal Percobaan,
diberi gaji sebesar delapan puluh perseratus dari
gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada
suatu pangkat yang termasuk dalam golongan atau
ruang gaji baru yang 1lebih tinggi dari pada
golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama,
diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan
dalam golongan atau ruang gaji baru yang segaris
dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat
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lama menurut lampiran II Peraturan Daerah ini.
(2) Apabila gaji pokok pegawai Negeri Sipil menga-
lami kenaikan dan apabila keuangan Perusahaan
Daerah memungkinkan, maka gaji pokok pegawai
dapat dinaikan vang pelaksanaannya ditetapkan
dengan keputusan Direksi setelah mendapat perse-
tujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 38

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam
suatu pangkat termasuk golongan atau ruang gaji baru
vang lebih rendah dari golongan atau ruang gaji
menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa
kerja golongan atau dalam golongan ruang gaji baru
yang akan diperolehnya, jika yang bersangkutan terus
menjabat pangkat baru itu.

(
Pasal 39

(1) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila
memenuhi syarat-syarat

a. Menurut daftar penilaian pelaksanaan peskerja-

an bagi yang bersangkutan telah menunjukan

kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja
dan kepemimpinan ( bagi staf dan Pimpinan
Cabang ) dengan baik ;

b, Telah mencapai masa kerja golongan vyang di-
tentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi svarat
tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, ke-
naikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1
(satu) tahun dan apabila sehabis waktu penun-
daan tersebut yang bersangkutan belum juga meme-
nuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala
1tu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1
(satu) tahun.
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Pasal 40

Kepada pegawal yang menurut daftar penilaian pelak-
sanaan pekerjaan menujukan kemampuan kerja, ke ju-
juran, Kkepatuhan dan prakarsa vang baik, sehingga
patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan
gaji istimewa dengan mengajukan saat kenaikan gaji
vang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala
selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnyva pada saat
pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2

Tunjangan-tunjangan

Pasal 41

(1) Disamping gaji pokok pegawai jusa dapat dibe-
rikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
a. Tunjangan Isteri dan Anak
b. Tunjangan Kemahalan ;
c. Tunjangan Pengobatan ;
d. Tunjangan Perumahan atau Pengganti Sewa
Rumah ;
Tunjangan Sandang Pangan ;
Tunjangan Perusahaan ;
Tunjangan Jabatan ;
Tunjangan Pelaksana ;
Tunjangan Keahlian ;
Tunjangan Representasi ;
Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh
Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala
Daerah melalui Badan Pengawas.
(2) Pembayaran atas tunjangan-tunjangan sebagaimana

.
3

ot S T o 11 R ()

dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah dan
diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi, se-

telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
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Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 42

(1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi
pegawai dapat diperhitungkan dengan Keputusan
Direksi.

(2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan
bagi pegawal yang berhasil meningkatkan pen-
didikannya berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 43
Dalam rangka pengangkatan Pegawai Honorer, Direksi

mengatur ketentuan honornya dalam Keputusan Direksi
setalah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah mela-

lui Badan Pengawas.

Bagian Keenam
Pengangkatan Dalam Pangkat
Dan Kenaikan Pangkat
paragraf 1

Pengangkatan Dalam Pangkat

Pasal 44

Setiap pegawal diangkat dalam pangkat tertentu

berdasarkan peraturan yans berlaku.

Dipindai dengan CamQcanner



_24_

Pasal 45

(1) pangkat-pangkat vang dapat diberikan untuk
pengangkatan pertama adalah
a. Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1 bagi

mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar ;

b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang
A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memi-
liki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama 3 Tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat
Pertama 3 Tahun ;

c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 bagi mereka
vang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah
Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat
Atas Non Guru 3 Tahun ;

d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2
bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki
ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah
Bakaloriat, Ijazah Diploma III Sekolah Poli-
teknik ;

e. Staf Muda Golongan Ruang C/1 bagi mereka yang
memiliki IJjazah Sarjana, Ijazah Dokter,
Ijazah Apoteker, Ijasah Pasca Sarjana, Ijazah
Spesialis I.

(2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, harus pula dipenuhi
syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Per-
aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat
Pasal 46

ﬁenéikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1
Pril dan 1 Oktober setiap tahun.
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Pasal 48

(1) Kenaikan pangkat reguler ada
kat yang diberikan kepada pe
syarat-syarat yang ditentuka
kan jabatan yang dipangkunya

(2) Kenaikan pangkat re
miliki :

a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pang-
kat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1

-.b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah
Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah
sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan
Ruang B/3 ;

c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Se-
kolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 tahun,
adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Go-
longan Ruang C/1

d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma

- III Politeknik, Bakaloriat, adalah sampai
dengan pangkat Staf Muda Tinskat I Golongan

lah kenaikan pang-
gawai, yang memenuhi
n tanpa memperhati-

guler bagi pegawai yang me-

Ruang C/2 ; _
€. Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apo-
teker, adalah sampai dengan pangkat Staf

Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 489

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali
Setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersang-
kutan : . .
&, Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat vyang dimi-
likinYa dan setiap unsur penilaian‘ pe}aksanaan
Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik ;
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. Telah & (lima) tahun dalam pangkat yang dimi-
likinva dan setiap unsur penilaian pelaksanaan
~ekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 50

(1) Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan Ppang-
kat vang diberikan kepada pegawai yang memangku
jabatan struktural tertentu dan yvang telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-
batas jenjang pangkat yang ditentukan Jjabatan
vang bersangkutan.

Pasal 51

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
Peraturan Daerah 1ini, dapat dinaikan pangkatnya
cetiap kali setingkat lebih tinggi apabila

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat vyang dimi-
likinva dan setiap unsur penilaian pelaksanaan
pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir ;

b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimi-
likinva dan penilaian pelaksanaan rekerjaan rata-
rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang berni-
lai kurang.

* Pasal 52
. A

{1) Pegawai vang memangku jabatan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, tetapi
pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang
ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan

pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila
a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat yvang dimilikinyva, sekurang-kurangnya
telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang
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bersangkutan dan setiap unsur penilaian pe-
laksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya berni-
lai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;

b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pang-
kat yvang dimilikinya, sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun memangku jabatan yang bersang-
kutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan
pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir dengan _,ketentuan tidak
ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan
yang bernilai kurang. |

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya

3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 53

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai
vang menunjukan prestasi luar biasa.

Pasal 54

Pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa,

dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat leblh

tinggi apabila

a. Menunjukan prestasi luar biasa baik secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga
ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya
vang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi ;

b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat yang dimilikinya ;

C. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan ber-
nilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir ;

d. Masih dalam batas jenjang pangkat yvang ditentukan
bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang ber-
sangkutan.

Bagian Kelima
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penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 55

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksa-
naan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat penilai.

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai
dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan
peker jaan.

Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan,
unsur-unsur yvang dinilai adalah

a. Kesetiaan ;

b. Prestasi Kerja ;

¢. Tanggungjawab ;

d. Ketaatan ;

e. Kejujuran ;

f. Kerjasama ;

g. Prakarsa, dan

h. Kepemimpinan.

Yang dimaksud dengan

a..Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan
pPengabdian kepada Pancasila, Undang-undang

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

b. Prestasi Kerja adalah hasil kerja vyang di-
capai oleh seorang pegawail dalam melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya ;

C. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang

Pegawai menvelasaikan pekerjaan vang diserah-

kan kepadanva dengan sebaik-baiknya ;

Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai

untuk mentaati segala peraturan perundang-
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undangan dan peraturan k
dan mentaati perintah ke
e. Kejujuran adalah ketuly
gawal dalam melaksanaka
untuk tidak menyalah g
diberikan kepadanya ;
f. Kerjasama adalah kemampuan
untuk bekerjasama dengan or

dinasan

.
2

seorang

ang lai
menyelesaikan suatu tugas yang ditent
g. Prakarsa adalah kemampuan seorang

untuk mengambil keputusan,
atau melaksanakan suaty tindakan
menunggu perintah atasan :

h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang
untuk meyvakinkan orang lain sehingg
dikerahkan secara maksimal untuk mela
tugas pokok.

(4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud
huruf h pasal ini hanya dinilaj
yang berpangkat Pelaksana Muda Golo
atas yang memangku suatu Jabatan.

bagi
ngan

Pasal 57

Nilai pPelaksanaan pekerjaan dengan sebutan d
sebagai berikut

8. Amat Baik

= 91 - 100 ;
b. Baik = 76 - 90 ;
C. Cukup = 65 - 75 ;
d. Sedang = 51 - 60 ;
€. Kurang = 50 ke bawah ;

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bersifat rahasia.

..-I-___
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(1)

(2)

(2)

Pasal 58

pejabat pen?lai adalah atasan langsung pegawai
yang dinilal. N

pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelak-
sanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada
dalam lingkungannya.

penilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) pasal ini dilakukan pada tiap-
tiap akhir tahun.

Pasal 59

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan
oleh Pejabat penilai kepada pegawai yang dini-
lai. -

Apabila pegawail yang dinilai berkeberatan atas
nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan,
maka ia dapat mengajukan keberatan disertai
dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat
Penilai melalui hierarchi dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal diterimanvya
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 60

Pejabat penilai menyampaikan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pe jabat
Penilai dengan ketentuan sebagai berikut

8. Apabila tidak ada keberatan dari vang dini-
lai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
tersebut disampaikan tanpa catatan ;

b, Apabila ada keberatan dari pegawal Yyang di-
nilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
tersebut disampaikan dengan catatan tentang
ténggapan pejabat penilai atas keberatan yang

At diajukan oleh pegawal yang dinilai.

D dSan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama

aftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang di-

Sampaikan kepadanya.

-
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ppabila terdapat glagan—alasan vang cukup,
(S)Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan per-
ubahan nilai yang tercan?um dalam Daftar Pe-
nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimak-
cud pada ayat (2) pasal ini.
paftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru ber-
laku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat

penilail.

(4)

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 61
Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun,
setiap akhir tahun.

Pasal 62
Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu
bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan
Pembinaan karier pegawai.

Pasal 63
Apabila ada lowongan jabatan, pegawai yang menduduki

g?fku: Urut Kepangkatan vyang 1lebih tinggi wajib
'Pertimbangkan lebih dahulu.

Pasal 64
Ur
dagzan Yang digunakan untuk menetapkan nomor urut
ad M Daftar Urut Kepangkatan secara berturut-turut
alah . S
g' Pangkat

Jabatgan

-
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sa Kerja ;
C'ggtihan Jabatan ;
d- Dendidikan, dan

f: USia'

Pasal 686

(1) Pegawal yang merasa nomor urutnya dalam Daft
Urut Kepangkatan, tidak tepat, dapat mengajukzg
keberatan secara tertulis kepada Direksi atau
Pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini harus membuat alasan-alasan
keberatan itu.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman
Daftar Urut Kepangkatan.

Bagian Keenam

Cc U T 1T

Pasal 67

(1)Setiap pegawai diberi hak Cuti. .
Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah

Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

Ui terdips

B
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cuti Tahunan ;

cuti Besar ;

cuti Bersalin, dan

cuti karena alasan penting.

© 0 o

Pasal 69

(1) Pegawai yang telah bekerja
satu tahun secara terus menery
tahunan.

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas)
kerja.

(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga
jangka waktu yang ‘kurang dari 3 (tiga) hari
kerja.

(4) Untuk mendapat cuti tahunan pPegawai yang ber-
sangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh
Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

sekurang—kurangnya
s berhak atas cuti

hari

Pasal 70

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6
(enam) tahun secara terus-menerus berhak cuti
besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(2) Untuk mendapatkan cuti besar, pegawai yang ber-
sangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk. _

(3) cuti besar diberikan secara tertulis oleh Di-
reksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 71

pi ' ' ti
sggip Pegawai yang menderita sakit berhak atas cu
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Pasal 72

Satu
hari berhak atas cuytj sakit, er)lg:::xaukzter(lgg:)
bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya ’
(2) Pegawal vang SRKIt lepin dar;’ g (gesiinye.
sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas
cuti sakit, dengan ketentuan bahwa begawai yang
bersangkutan harus mengajukan Permi

(3) Pegawal yang menderita lebih darj
. ‘belas) hari berhak atas
ketentuan bahwa pegawsi vang
mengajukan permintaan secara
Direksi atau Pejabat
haan Daerah. \

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3)

cuti sakit, dengan

) pasal
ini diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu)
tahun.

Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

(6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan
sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini pegawai
yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya,
maka ia diberhentikan dengan hormat dari Jabat-
annya karena sakit dengan mendapat uang tunggu

, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 73

(1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan

berhak atas cuti sakit wuntuk paling lama 1,5
(saty setengah) bulan. _

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana di-

Maksud dalam ayat (1) pasal 1ini yang bgrsang-

utan mengajukan permintaan secara tertulis ke-

Pada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan

B
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melampirkan Surat Keterangan Dokter atay Bidan.

Pasal 74

awai vang mengalami kecelakaan dalan dan oleh
ena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia

mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit
buh dari penyakitnya.

peg
kar
perlu. R
campai ja sem

Pasal 175

selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud
dalam pasa} 71 sampai dengan 74 Peraturan Daerah
ini, pegawal yang bersangkutan menerima renghasilan

penuh.

Pasal 176

cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
sampai dengan 74 Peraturan Daerah ini, kecuali yang
dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, diberikan secara tertulis oleh Direksi atau

Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

(1) Untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga,
pegawai wanita diberikan atas cuti bersalin.

(2) Waktu persalinan anak keempat dan seterusnya
Pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan
Perusahaan Daerah.

(3)Lamanya cuti bersalin tersebut pada ayat (1) dan
(2) pasal ini adalah 1 (satu) bulan sebelum dan
2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Dipindai dengan CamQcanner



4 - 36 -

Pasal 78

tuk mendapatkan cuti bersalip

U . . -

(1)\mng b?rsangkutan‘mengggukan periiiiwal Wanitga
tertulis kepada Direksi atgay, Pejabat aan Secara
juk. yang ditun-

) Cutid bersalin diberikan S€cara tertyl;
is

(2 pireksi atau Pejabat yang ditunjyk oleh

Pasal 79

celana menjalankan cuti bersalip

. Pegawaj :
bersangkutan menerima Penghasil ; L Wanita

yans an penuh,

Pasal 80

yang dimaksud dengan cuti karens alasan pentin

adalah cuti karena &

a. Ibu, Bapak, Isteri atau Suami, Anak, Adik
Kakak, Mertua, atau Menantu sakit atau karen;
meninggal dunia ;

b. Melangsungkan perkawinan yang pertama ;

c. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian
oleh Direksi.

Pasal 81

(1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting.

(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan
oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk membe-
rikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 82
(I)Uhtuk mendapatkan cuti karena alasan penting,

Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaa?
Sécara tertulis dengan  menyebutkan alasan
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alasannya kepada Direksi atau Pejabat yang di-

tunjuk. . .
cuti karena alasan penting diberikan secara ter-

(Z)tulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

selamd menjalankan cuti karena alasan penting,
Pecfawa.i yang bersangkutan menerina penghasilan
o

penuh'

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai
Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 84

Setiap pegawai wajib

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah

b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan
Perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan
atau diri sendiri ;

Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Peru-
sahaan Daerah

b]

.
b

d-Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia
jabatan dengan sebaik-baiknya ;

€ Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknva
dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tang-

¢ sung jawab ;

+ Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan berse-

. angat untuk kepentingan Perusahaan Daesrah ;
aemelihara, meningkatkan keutuhan dan kerja sama
alam lingkungan Perusahaan Daerah ;

-
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kan dan memelihapg

bwnciptﬂ Suasana

he 1k 1
pal iakan dan memel iharag g~har
: 1

jsahaan Daerah sebaik—baiknya . ang  milig
rikan pelayanan dengan seba il

ker ja yang

el

\ lﬂbc ' aikhba‘ ry
i°‘18 -arakat menurut bidangnyg masjne 1kp}a kepada
Y o pasyet b i B ng-masineg -
mﬂwjndak dan bersikap tegag tetapi adj] 3
. 2 ~ (s y l‘ a-n .—
L'jaksﬂ“a terhadap bauahannya , bi

L%

yenbimbing bawahannya dalan menjalankan ¢
" yenjadi dan memberi contoh copis "
ik terhadap bawahannya :
Mendoronsg bawahannya untuk meningkatkan
kerja:

. gasnya;
teladan vang

N Prestasi

Pasal 85

setiap pegawal dilarang

a. Menyalah gunakan wewenangnya :

b, Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau
tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan
Daerah atau Negara ;

c. Menyalah gunakan barang-barang atay uang atau su-
rat berharga milik Perusahaan Daerah ;

d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menve-
wakan atau meminjamkan barang-barang berha;ga
milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;

e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman se-
jgwat, bawahan atau orang lain di dalam maupun
diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
kepentingan bribadi, golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung merugi-
kan Perusahaan Daerah ;

MeQerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa

Saja dari Siapa pun juga yang diketahui atau pa-

tut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan
3%au mungkin bersangkutan dengan jabatan atau
Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ;

g'Bertindak sewe - terhadap bawahannya ;

h‘Melakuk nang-wenang ter P é
hama 1§ an perbuatan tercela dan dapat mencemarkan
engh aik Perusahaan Daerah ; .

alangi berjalannva tugas kedinasan ;

I..II--_____¥ N
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. o dak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha
Bertln longan untuk mendapatkan pekerjaan atau
atall gz dari Perusahaan Daerah ;

-??ki saham atau modal dana Perusahaan Daerah;
ko Ml ukan tugasnya uptuk kepentingan pribadi,
1‘:glongan atau pihak lain.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

Pasal 86

setiap ucapan, tulisan atau pgrbuatan pegawai yang
nelanggar ketentu@n sebagaimana dimaksud dalam
pasal 84 dan pasal 85 Peraturan Daerah ini adalah
pelanggaran disiplin.

Pasal 87

Dengan tidak® mengurangi ketentuan peraturan perun-
dang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pe-
langgaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh
Direksi
l. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari
&, Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedang
C. Hukuman disiplin berat.

-
b

2. Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis ;
€. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3,

Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari

8. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling
lama 1 (satu) tahun ;

PQQHPunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikarn
82J1 berkala untuk paling lama 1 (catu) tahun;

¥
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penundaan kenalzan pangkat untuk p
(satu) tahun.

is Hukuman Disiplin Berat ter

Jen diri dari :

4.8 penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
lebih rendah, untuk paling lama 1 (satu}
tahun ; .

b pembebasan dari jabatan ;
c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas per-

mintaan sendiri sebagai pegawai :

d. Memberhentikan tidak dengan hormat ]
pegawal.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara

Pasal 88

(1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai
vang diduga telah melakukan suatu kejzhatzan
atau pelanggaran jabatan dan berhubungan dencgan
itu oleh pihak yang berwajib dikenzkan tzhanzn
sementara, mulai saat penahanannva harus dike-
nakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut avat (1) pasal ini dapat
diberlakukan terhadap seorang pegawai vang oleh
pihak berwajib dikenakan tahanan sementara ka-

rena didakwa telah melakukan suatu pelang
hukum pidana vang tidak menyangkut Jjabat
dalam hal pelanggaran vang dilakukan itu bera
bat hilangnya penghargaan dan Kkepercayaan a
diri pegawai yang bersangkutan, atas hilang
martabat, serta wibawa pegawai itu.

SV

Pasal 89
Se a a . ‘-.
'Msring Pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti
**ukan Penyelewengan terhadap Ideologi dan Haluan

¥
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Lo atau ia terbukti dengan gj
mﬁakukan suatu yang merugikan ke
a tan Bangsa dan Negara.

dar atau sengaja
; Pentingan dan ke-
selam®

Pasal 90

(epada seorang pegawal yang dik .

(1)Ei§n sementara menurut pasal 88en2;22 p?T?erg:n:
sturan Daerah ini r
a. Apabila belum te?dapat Petunjuk-petunjuk yang

jelas tentang dilakukannya pelanggaran yanz
didakwakan atas dirinya mulai bulan berikut-
nya 1a diberhentikan sementara, diberikan
gaji tujuh puluh lima perseratus dari gaji
pokok yang diterima terakhir ;

b. Apabila terdapat petunjuk-petunjuk vang me-
vakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran
yang didakwakan atas dirinya mulai bulan
berikutnya ia diberhentikan sementara, dibe-
rikan gaji sebesar lima puluh perseratus dari
gaji pokok yang diterimanya terakhir.

(2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhen-
tian sementara menurut pasal 88 ayat (2) Per-
aturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia di-
berhentikan diberikan gaji sebesar tujuh puluh
lima perseratus dari gaji pokok vyang diterima
terakhir,

Pasal 91

mmuk menghindari kerugian bagi keuangan Perusa?iig
%€rah, maka perkara yang menyebabkan Seﬁaru;
Pegawai dikenakan Pemberhentian. S.ementa'rnagkatnya
‘Periksa dalam waktu yang SeSlngkat—slterhadap
agap dapat diambil keputusan yvang tepa

Pe .
Bawa i Yang bersangkutan.

L ,____—-d
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Pasal 92

spabila sesudah pemeriksaap
*ajib seorang pegawai yan
"ian gementara ternyata tidak bersa
segawai 1t9 harus_segera diangkat dan dipekep -

kan kembali pada Jabatannya semul g Dl§EkerM}-
demikian, selama masa diberhentikan.unta1;m ool
tara ia berhak mendapat gajj Penuh serz pome.
hasilan yang berhubungan.dengan jabaténna

Apabila sesudah Pemeriksaan T

dimaksud o
yang bersangkutan ternyata bersalah : Pegawai

a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian
sementara menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, harus diambil tindakan pemberhen-
tian, sedangkan bagian gaji berikutnyva tun-
jangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak
dipungut kembali :

b

b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian
sementara menurut pasal 88 ayat (2) peraturan
daerah ini jika perlu diambil tindakan, harus
diambil tindakan . sesuai dengan pertimbangan
atau keputusan hakim yang mengambillaﬂmtusag
dalam perkara yang menyangkut diri pegawal
yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka me-
ngenai gaji serta pengh331lan—pengha81lal_l
‘lainnya diperlukan ketentuan—ketentuanhsiﬁira
ti tertera pada ayat (1) dan ayat (2) hu
Pasal ini.

oleh Pihak

g dikenakan Yang berp-

Pemberhen_
lah maka

Pasal 93

wrhent |
‘Ruslni’ ditetapkan terhl

an Pengadilan atas per
®kuatanp hukum yang tetaPp:

: das
awal ber .
an seorang pesg tung mulai a

Bagian kesembilan

Pemberhentian
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Pasal 94
i egawal adalah
rhentlan P Pemberp .
ow;dtmikan yang bersangkutan kehilangzgfzint Yang
seb
Pasal 95
Emmwrhentian Pegawai terdiri dari
" pemberhentian atas permintaan sendirji -
. ] - ’
. pemberhentian karena mencapaj batas usia o
z pemberhentian karena adany Pensiun;

. @& Penyederhanaan orga-

d. Pemberhentian karena melakukan
tindak pidana atau Penyelewengan

e. Pemberhentian karena tidak
rohani ;

f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas

g. Pemberhentian karena meninggal dunia

h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pelanggaran atau

cakap jasmani dan

]
?

atau hilang;

Pasal 96

(1) Pegawai yang meminta berhenti diberhentikan
dengan hormat sebagail pegawai.

(Z)Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dapat ditunda untuk paling lama 1
satu) tahun, apabila ada kepentingan Perusahaan
afrah yang mendesak.

Pasal 97

(1 | |

)P?gawai yang telah mencapai batas usila pensiun

(Z)Blberhentikan dengan hormat sebagal.pesaWSl. i
Soas Usia pensiun sebagaimana dimaksu jok:

i h enam)
T (1) pasal ini adalah 56 (lima pulu
(3)Bahun.

J:Eas Usia pensiun bagi pegawal
3tan Direksi adalah 60 (enam PU

yang memangku
luh) tahun.

G
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bila ada penyederhanaan o

a ) rganj :
(1) gZerah yang mengaklba*‘ckan kel;E?E;nPerusahaan
_aka pegawal vang kelebihan disalurkap kPegawal

sahaan Daerah lainnya. e Pery-
i luran sebagaj
ppabila penyalure . gaimana g
(2)85at (1) pasal ini, tidak mungkip é??giud pada
naka pegawal yang kelebihan diberhe sanakan,

normat sebagal pegawai. ntikan dengan

Pasal 99

(1) Pegawail dapat diberhentikan tidak dengan
karena

a. Melanggar sumpah atau janji pegawai, atau

peraturan disiplin pegawai Perusshaan Daerah;

b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan penga-

dilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

vang tetap, karena dengan sengaja melakukan

suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam

hormat

dengan pidana yang setinggi-tingginya 4
(empat) tahun atau diancam pidana yang lebih
berat.

(2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat se-
bagai pegawai apabila dipidana penjara atau ku-
rungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ka-
rena
a. Melakukan tindak pidana kejahatan Jjabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada u

bungannya dengan jabatan, atau

Melakukan suatu tindak pidana

bagaimana dimaksud dalam pasal

d?ngan pasal 161 Kitab Undang-undang

P Pldana

boo2¥ai diberhentikan tidak

atiilkpegawai, apabilattgﬁgiamen

: €g1latan ertuy
| an Undang—undgﬁggDasar 1945 atau ter
A .
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gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang
Negara dan Pemerintah.

Pasal 100

Pegawail diberhentikan dengan hormat dengan mendapat
hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang
berlaku apabila berdasarkan Surat Keterangan Dokter .
yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan :

2. Tidak dapat Dbekerja lagi dalam semua Jjabatan

karena kesehatannya, atau
b. Menderita penyakit kelainan, atau
c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu be-

kerja kembali.

Pasal 101

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak
sah dalam waktu kurang 1 (satu) bulan terus
menerus diberhentikan pembayaran gajinya, mulai
bulan kedua.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) Dbulan
melaporkan diri kepada Direksi, dapat
a. Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya

itu karena ada alasan-alasan yang dapat di-
terima, atau :

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai,
jika ketidak hadirannya itu adalah karena
kelalaian pegawail yang bersangkutan dan me-
nurut pendapat Direksi akan mengganggu suasa-
na kerja jika ditugaskan kembali.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus mene-
rus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, di-
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai.
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Pasal 102
.ai Yans meninggal dunia dengan sendiri
gig;“g:ap diberhentikan dengan hormat segzrgi?:
pegawai'
Pasal 103
pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal
(1)dunia pada akhir bulan ke ses

: 12 (dua belas) sejak
dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dibuat' oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan Surat Keterangan atau

dari pejabat yang berwajib.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, yang kemudian ditemukan kembali dan masih
hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan
gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap
meninggal dunia dengan memperhatikan hak-hak ke-
pegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Berita Acara

Pasal 104

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat

sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berda-
sarkan peraturan yang berlaku.

~

Pasal 105

(I)Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 98,

bPasal 100 huruf b dan huruf c¢ Peraturan Daerah
ini

8. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawal

dengan hak pensiun apabila telah mencapal
usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun
an memiliki masa kerja pensiun sekurang-

b k?rangnya 10 (sepuluh) tahun ; o
* Diberhentikan dengan hormat dari jabatan
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perusahaan Daerah dengan mendapat uang tungsgu
apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan
masa kerja pensiun sebagaimana dimaksud huruf
a ayat (1) pasal ini.

(2) pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 100
huruf a Peraturan Daerah 1ini, diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawal dengan hak-hak
pensiun
2. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apa-

bila oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan
paerah dinvatakan tidak dapat bekerja lagl
dalam semua jabatan, karena kesehatan yang
disebabkan oleh dan karena ia menjalankan ke-
wajiban jabatan ;

b. Apabila telah memiliki masa kerja pensiun
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila
oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan
Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabatan karena kesehatannya yang
bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalan-
kan kewajiban jabatan.

Pasal 106
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai karena mencapai batas usia pensiun, berhak
atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesepuluh
Pénsiun Pegawai Dan
Janda Atau Duda Pegawail

Pasal 107

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda menurut

P . ] - . - - -
hEPéturan Daerah ini, diberikan sebagai jaminan
ari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa
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gawai selam?l bertahun-tahun bekerja dalam
pe haan Daerah.
Perllsa
Pasal 108

Dasar pensiun yang Qipakai untuk menentukan besarnya

Spsiun jalah gaJji ppkok (termasuk gaji pokok
t ambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan)
terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai
gang bersqngkutan berdasarkan peraturan gaji vang
perlaku baginya.

Pasal 109

(1) Masa kerja yang dihitung wuntuk menetapkan hak
dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut
masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di
Perusahaan Daerah.

(2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam
kedudukan lain dari pada sebagai pegawai, dihi-
tung penuh apabila yang bersangkutan pada pem-
berhentiannya sebagai pegawai telah bekerja se-
kurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

(3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada
vang lain disebut dalam ayat (1) dan (2) pasal
ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk
sebagian atau penuh sebagaimana kerja untuk pen-
siun, ketentuan-ketentuan mengenai hal ini di-

( atur dengan Peraturan Perusahaan Daerah.

4)Da_ilam perhitungan masa' kerja, maka pecahan bulan
dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 110
Pe :
aﬁmﬂjan Pensiun pegawai, pensiun Janda ataq Dudg
mmussbagian pensiun janda ditetapkan oleh Direksi

©jabat yang ditungjuk.
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Pasal 111

ensiqn pegawai, pensiun Janda atau Duda atau
pensiun janda diberikan tunjangan keluarga,
an kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum
tuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan
vang perlaku bagi pensiun Pegawalil vang akan dite-
tapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhati-
xan kemampuan keuangan Perusahaan.

piatas P

pagian
tunjang
dan ban

Pasal 112

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagal
pegawai berhak menerima pensiun pegawal, apabila
ja pada saat pemberhentiannya sebagai pegawail
a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50

(lima puluh) tahun, dan mempunyal masa kerja
untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua pu-

luh) tahun ;

b. Oleh Dokter VYyang
Daerah berdasarkan per
an kesehatan pegawal,
bekerja lagi dalam ja
keadaan jasmani atau
oleh karena ia menJja

nva, atau
c. Mempunyal masa kerja sekurang-kurangnya 4
{empat) tahun, dan oleh Dokter yang ditunjuk
Perusahaan Daerah perdasarkan peraturan
tentang pengujian kesehatan pegawai Perusa-
haan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja
pun jusga karena keadaan

lagi dalam jabatan apa ‘
tidak disebabkan

jasmani atau rohani, yang 3 ¥ :
oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan-

nya.
(2) Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan karena

rPengahapusan jabatan perusahaan dalam susunan
pegawai, Penertiban aparatur Perusahaan Daerah
atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan ke-
mudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pe-
gawai berhak menerima pensiun pegawai apabila ia

ditunjuk oleh Perusahaan
aturan tentang penguji-
dinyatakan tidak dapat

batan apapun juga karena
rohani yang disebabkan

lankan kewajiban jabatan-
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diberhentikan dengan.hormat sebagai pegawai dan
pada saat pembthentlannya sebagai pegawai 1itu
ia telah Dberusia sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk
pensiun sekurang—kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
(3)pegawai vang telah menjalankan suatu tugas Pe-
rusahaan Daerah tidak dipekerjakan kembali se-
bagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai
apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai
pegawal ia telah mencapai usia sekurang-kurang-
nya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa
kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepu-
luh) tahun.
(4) Apabila pegawal yang dimaksud pada ayat (2) dan
(3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai
pegawai telah memiliki masa kerja untuk pensiun
sekurang-kurangnyva 10 (sepuluh) tahun akan
tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50
(lima puluh) tahun, pemberian pensiun kepadanya
ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima

puluh tahun.

Pasal 113

Usia pegawai untuk menetapkan hak atas pensiun
ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang
disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai
Menurut bukti-bukti yvang sah, tanggal kelahiran atas
uMur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari
i:gﬁﬂﬂ-yang bersangkutan pada pengangkatan perta-
atm;tu’ dengan ketentugp. babwa tanggal 'kelahiran
mﬂmkugur termasuk kemudian tidak dapat diubah lagi
eperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 114

(1)
Eesarnya Pensiun pegawal sebulan adalah dua se-
t?ngah Perseratus dari dasar pensiun untuk tiap-
4P tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa

oy
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a. Pensiun pegawai sebulan
banyaknya tujuh puluh lim
sekurang-kurangnya empat
dari dasar pensiun ;

- N
b,.geﬁslun pegawal sebulan dalam hal termaksud
alam pasal 112 ayat (1) huruf b Perat
Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh TFan
perseratus dari dasar pensiun ; e

C. Pensiun.pegawai sebulan tidak boleh kurang
dari gajli pokok .terendah menurut Peraturan
Perusahaan tentang gaji dan pangkat yang
berlaku bagi pegawai yang bersangkutan. )

(2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b
pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah ter-
tentu dalam hal pegawai dinyatakan tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatan apapun Jjuga karena
cacat jasmani atau rohani yang terjadi didalam
dan atau oleh karena ia menjalankan kewajiban
jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberi-
an tambahan atas pensiun pegawai 1ini diatur
dengan Peraturan Perusahaan Daerah.

adalah sebanyak-
a4 perseratus dan
Puluh Perseratus

Pasal 115

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Pera?uﬁan
Daerah ini, pegawal Yyang bersangkutan mengajukan

surat permintaan kepada Direksi atau Pejabat yang
ditunjuk dengan dilampiri
a. Salinan sah dari surat :
berhentian ia sebagai pegawal ; -
b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun ithriéiZQG
kan oleh Pejabat Perusahaan Daerah yans =

: vane bersangkutan ;
L 1 k ecawal Yals§
intuk memberhentikan pe€s i cahkan oleh yansg

° Daftar susunan keluarga vang 1 kelahiran dan
berwajib vang memuat namna, tangsga dan anak-anak ;
alamat (isteri-isteri) atau Sqaml an berkepen-

d. Surat keterangan dari pegaws 1Z surat-surat,
tingan yang menyatakan bahwa ser kutipan, dan
baik vang asli maupun turun?n atausahaan Daerah
barang-barang lainnya milik Perd

keputusan tentang pem-
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Lg ada padanyé. telah diserahkan FKembali
¥8 a yang berwajib.
ada YANE

ke -
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Pasal 116

) pensiun pegawal vang berhak diterima diberikan
: pulai bulah bernkutnga pegawal yang bersangkutan
diberhenti}””“ sebadal pedawaij.
palam hal termaksud dalam paasal 112 avat (4)

(Z)peraturan Daerah ini pensiun pegawai diberikan
pulai bulan berikutnya bekas pegawai vang ber-
sangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 117
Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan

pulan penerima pensiun pegawal vang bersangkutan
meninggal dunia.

Pasal 118

(1) Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan
Surat Keputusan tentang pemberian pensiun
pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun di-
angkat kembali menjadi pegawai atau diangkat
kembali dalam suatu jabatan Perusahaan D ;
dengan hak pensiun untuk kemudian setelah diber-
hentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Per-
aturan Daerah ini.

(2) Apabila pegawai termaksud pada ayat

i

ini, kemudian diberhentikan dari K n

terakhir, kepadanya diberikan lagi pensiun
Pegawai termaksud ayat (1) pasal 1inl atau pen-
siun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku
dalam kedudukan terakhir itu, vang ditetapkan
dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji
Yang lama dan baru apabila perhitungan ini lebih

Benguntungkan.

Mo
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Pasal 119

pabila pegawal atau penerima pensiun pegawal
1 dunia,isteri (isteri-isteri) nya untuk

meninggal ¢ ' : :
pegawai pria atau suaminya untuk pegawal wanita,
vang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima

pensiun janda atua duda.

Apabila pegawal atau penerima pensiun pegawalil
vang peristeri. atau bersuami meninggal dunia,
sedangkan tidak ada isteri atau suami yang ter-
dJaftar sebagai yang berhak menerima pensiun
janda atau duda, dengan menyimpang dari keten-
tuan dari ayat (1) pasal ini, pensiun janda atau
duda diberikan kepada isteri atau suami yang ada
waktu 1ia meninggal dunia.

palam hal pegawal atau penerima pensiun pegawail
penghasilan termaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini, beristeri lebih seorang pensiun janda
diberikan kepada isteri yang ada pada waktu
paling lama dan tidak putus-putus dinikahinya.

Pasal 120

Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah
tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun,
dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari
seorang isteri Yyang berhak menerima pensiun
janda besarnya pensiun Jjanda masing-masing
isteri adalah tiga puluh enam perseratus dibagi
rata-rata antara isteri-isteri itu.

Jumlah tiga puluh enam perseratus dari dasar
pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh
kurang dari tujuh puluh lima perseratus dari
gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan
Daerah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai yang
berlaku bagi almarhum suami atau isterinya.
Apabila pegawai tewas, maka besarnya pensiun
janda atau duda adalah tujuh puluh dua persera-
tus dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat lebih dari seorang isteri vyang
berhak menerima pensiun Jjanda, besarnya bagian
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siun janda untuk masing-masing isteri adalah
tujuh puluh Qua perseratus dibagi rata-rata an-
tara isteri-1steri 1tu.

jumlah tujuh puluh dua perseratus dari dasar
pensiun termaksud avat (3) pasal ini tidak
boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut
peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan
pangkat Pegawaili yang berlaku bagi almarhum suami

atau isteri.

Pasal 121

spabila pegawai atau penerima pensiun pegawa@
meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyal
ijsteri atau suamil lagi yang berhak untuk meneri-
ma pensiun janda atau duda atau bagian pensiun
janda atau duda, atau bagian pensiun janda ter-
masuk pasal 119 Peraturan Daerah ini
2. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya,
apabila hanya terdapat satu golongan anak
yang sah seibu ;
b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada
masing-masing golongan anak yang sah seibu ;
c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anaknya-
anaknya).
Apabila pegawai Pria atau penerima pensiun Pria
meninggal dunia sedangkan ja mempunyai isteri
(isteri-isteri) vyang berhak menerima pensiun
janda disamping anaky (anak-anak) dari isteri
(isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau
telah cerai bagian pensiun diberikan kepada
masing-masing isteri dan golongan anak (anak-
anak) seayah seibu termaksud.
Kepada anak (anak-anak) yang seibu dan ayahnya
berkedudukan sebagai pegawai dan keduanya me-
ninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, ba-

‘gian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar

vang lebih menguntungkan.

Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun
janda atau bagian pensiun janda menurut keten-
tuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini,
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ah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai
atau penerima pe?siup pegawai meninggal dunia

,. Belum mencapal usila 25 tahun, atau

p. Tidak mempunyal penghasilan sendiri, atau
Belum menikah atau belum pernah menikah.

ial

C.

Pasal 122

pendaftaran isteri (isteri-isteri) atau suani
atau anak (anak-anak) sebagai yang berhak mene-
rima pensiun janda atau duda yang dimaksud dalam
pasal 111 dan pasal 112 Peraturan Daerah ini
harus dilakukan oleh pegawai atau penerima
pensiun pegawal yang bersangkutan.
pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagail
yang berhak menerima pensiun harus dilakukan
dengan sepengetahuan tiap-tiap isteri yang di-
daftarkan.
Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri atau
suami yang telah terdaftar terputus, maka ter-
hitung mulai perceraian berlaku sah isteri atau
suami yvang berhak menerima pensiun Jjanda atau
duda.
Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang
berhak menerima pensiun janda atau duda atau
bagian pensiun janda seperti dimaksud pasal 120
Peraturan Daerah ini ialah
a. Anak-anak Pegawai atau penerima pensiun pe-
gawai dari perkawinannya dengan isteri
(isteri-istri) atau suami yang didaftar se-
bagai yang berhak menerima pensiun janda atau
duda ;
b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pen-
siun pegawai wanita.
Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah
ialah anak-anak yang dilahirkan selama perkawin-
an itu dan anak yang dilahirkan selambat-lambat
nya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu
terputus.
Pendaftaran isteri (isteri-isteri), anak (anak-
anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda
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harus dj]nkukan Qalam wakyu 1 (satu) tahun sesy-
il perkawinan atag kelah}ran atau sesudah saat
erjadinya kemungkinan lain untuyk melakukan pen-
gaftaran itu. Pendaftaran isteri atay suami atau

anak yang d%ajukan.sudah lampau batas waktuy itu
tidak diterima lagi.

Pasal 123

Apabila pegavai tewas dan tidak meninggalkan
isteri, suaml atau anak, dua puluh perseratus
dari pensiun janda atau duda termaksud pasal 119
ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan
orang tuanya.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, kepada me-
reka masing-masing diberikan lima puluh persera-
tus dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal
ini.

kepada

Pasal 124

Untuk memperoleh pensiun janda atau duda atau bagian
pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini janda
(janda-janda) atau duda yang bersangkutan mengajukan
surat permintaan kepada Direksi dengan disertai
a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang
disahkan oleh yang berwajib ;
b. Salinan Surat Nikah yang disahkan oleh vang ber-
wajib ; . '
¢c. Daftar Susunan Keluarga yvang disahkan oleh yvang
berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan
alamat mereka yang berkepentingan ;
- Surat Keputusan Yang menetapkan Pangkat dan Gaji
terakhir pegawai vyang meninggal dunia.

Pasal 125
(I)Pemberian pensiun janda atau duda atau bagian

Pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud

g
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sal 121 Peraturan Daerah ini dilakukan
parmintaan dari atau nama anak (anak—anak) yang
¢ enerimanya.

ern&h m . '
Penerimaan termaksud ayat (1) pasal 1nil harus

atas

salinannya

surat Keterangan Kematian atau
a' L] h o b --b .
yang disahkan oleh yang berwajilb ;
surat Kelahiran anak (anak-anak) dan

b. Sal inan
paftar Susunan
kutan disahkan oleh yang berwajib, yansg

muat nama, alamat dan tanggal lahir dari me-
reka yang bersangkutan ;

surat Keterangan dari yang berwajib yang me-~
nerangkan bahwa anak (anak-anak) 1itu tidak
ernah kawin dan tidak mempunyail penghasilan

keluarga Pegawal yang bersang-
me-

sendiri ;
d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan

' Gaji Pokok terakhir Pegawai atau penerima
pensiun pegawal yang meninggal dunia.

Pasal 126

(1) Kepala Unit dimana pegawai Perusahaan Daerah

yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewa-
jiban untuk membantu agar pengiriman surat Per-
mintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud
dalam pasal 124 dan 125 ayat (2). terlaksana
selekas mungkin. ' _

(2) Isteri, suami atau anak (anak-anak) dari peneri-
ma pensiun pegawal atau penerima pensiun janda
atau duda yang meninggal dunia dapat mengajukan
surat permintaan beserta lampiran-lampirannya
termaksud dalam pasal 124 dan pasal 125 ayat (2)
Peraturan Daerah 1ini, langsung kepada Direksi
dengan disertai salinan dari Surat Keputusan
tentang Pemberian Pensiun Pegawai atau pensi-
un janda atau duda kepada penerima pensiun yang

bersangkutan.
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(2)

pPemb

bera
a. J

d
b. T

S

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam pasa

116,
belu

tapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun jan

Pasal 127

pensiun Janda atau Duda atau bagian pensiun
janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan
nulai bulan berikutnya setelah pegawai atau pe-
nerima pensiun pegawai yang bersangkutan mening-
gal dunia.

pagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300
(tiga ratus) h§ri setelah pegawai atau penerima
pensiun pegawal meninggal dunia, pensiun janda
atau bagian pensiun janda diberikan bulan
berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 128

erian pensiun janda atau bagian pensiun janda

khir pada akhir bulan :

anda atau duda yang bersangkutan meninggal
unia ; o
idak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-

varat untuk menerimanya.

Pasal 129

]
pasal 124 atau pasal 125 Peraturan Daerah ini
m dipenuhi atau jika karena sesuatu hal pen

atau duda atau bagian pensiun janda belum daoat
dilaksanakan, kepada bekas pegawai atau janda
(janda-janda) duda atau anak (anak-anak) vang berke-

pent
pPega
seme
un j
petu

ingan oleh pejabat yang berwenang memberhentikarn
wal vyang bersangkutan dapat diberikan untuk
ntara uang muka atas pensiun pegawai atau pensi-

aqda atau duda atau bagian pensiun janda menurut
njuk vang ditentukan.
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Pasal 130

enetapan pemberian pensiun pegawali atau
janda atau duda atau bagian pensiun janda
opudian hari ternyata keliru, penetapan tersebut
. bah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan
diu rang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi
baﬂ%ﬁhan pensiun atau pensiun janda atau duda atau

m%?&n pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan
:?fj’ak dipungut lagl.
Pasal 131

‘(1)pensiun janda atau duda atau bagian pensiun
janda vang diberikan kepada janda atau duda yang
tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda atau
duda vang bersangkutan menikah lagi, terhitung
dari bulan berikutnya perkawinan 1tu ber-
langsung.

(z)Apabila kemudian khusus dalam hal janda (jan@aj
janda) perkawinan termaksud ayat (1) pasal ini
terputus, terhitung bulan berikutnya kepada jan-

da vang bersangkutan diberikan lagi pensiun jan-

da atau bagian pensiun janda yang talah diba-
talkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya
diberikan pensiun janda yang menurut Peraturan
Daerah ini, dapat diperolehnya karena perkawinan

terakhir.

Pasal 132

Hapusnya pensiun pegawai atau pensiun Jjanda atau

duda
(1) Hak untuk menerima pensiun pegawal atau pensiun
janda atau duda hapus :

a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin
Perusahaan Daerah menjadi Anggota Tentara
atau Pegawai Negeri suatu Negara Asing ;

b. Jika penerima pensiun pegawai atau pensiun
janda atau duda atau bagian pensiun Jjanda
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(2) palam
dan

penurub Keputusan Pejabat yang berwenang di-
dinyatakan salah melakukan tindakan atau ter-
|ibat dalam suatu gerakan yang bertentangan

dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan
Negara yang berdasarkan Pancasila ;

jika ternyata Keterangan yang diajukan se-
pagai bahan untuk menetapkan pemberian pensi-
un pegawail atau pensiun janda atau duda atau
hagian pensiun janda, tidak benar dan bekas
pcguwui atau Jjanda, duda atau anak yang
arusnya tidak berhak diberikan pensiun.
hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a

b pasal ini, Surat Keputusan Pemberian

seh

pPensiun dibatalkan, sedang dalam hal tersebut
ayat (1) huruf c pasal ini, Surat Keputusan ter-
maksud dicabut.

Pasal 133

(1) Sumber dana pensiun pegawai dapat dihimpun dari:

a'
b.
c.

Prosentasi dari laba untuk dana pensiun ;j

Turan pensiun ;
Dana-dana dan penghasilan lainnya yang sah.

(2) Jumlah atau besarnya dana pensiun untuk pegawai
dan cara-cara pembayarannya melalui pemotongan
gaji pegawai akan diatur tersendiri dengan Kepu-
tusan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

(I)Pegawai Perusahaan Daerah yang ada, pada saat
berlakgnya Peraturan Daerah ini yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai
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ori sipil Pusat, dapat ditunjuk sebagai
Neéawai yang diperbantukan kepada Perusahaan
erah atau pindah menjadi pegawai.
D?Samping pegawai.yang tersebut pada ayat (1)
(Z)D;sal ini, pegawal yang ada atau yang telah be-
Eérja pada Perusahaan Daerah pada saat berlaku-
aya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan seba-
gail pegawal. :
)Pegawai yang ada pada saat Jatuhnya atau pembu-
(3 baran Perusahaan . Daerah diberi uang pesangon
yang besarnya akan ditetapkan oleh Kepala
paerah. . _
(4)pegawai Negeri Slpll.Pusat dan Pegawai Negeri
gipil Daerah yang diperbantukan kepada Perusa-

haan Daerah, pada saat pembubaran Perusahaan
paerah dikembalikan kepada status semula.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketentuan yang ada sepanjang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 136

Hal-hal
ini,
lebin

Yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
Sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 137

funq.r@n Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
nmeéngkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
®rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
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